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Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya menerapkan sistem
informasi pembangunan desa yang diatur pada hukum posistif tentang desa.
Sistem informasi pembangunan desa tersebut penting untuk menunjang
percepatan pemberian informasi. Namun pada kenyataannya masih belum
diterapkan.

Rumusan masalah: 1) Bagaimana implementasi sistem informasi
pembangunan desa di Desa Kunir Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar? 2)
Bagaimana implementasi sistem informasi pembangunan desa di Desa Kunir
Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar dalam perspekif Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?, 3) Bagaimana implementasi sistem
informasi pembangunan desa di Desa Kunir Kecamatan Wonodadi Kabupaten
Blitar berdasarkan perspektif figih siyasah?. Adapun yang menjadi tujuan dari
penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui implementasi sistem informasi
pembangunan desa di Desa Kunir Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar, 2)
Untuk mengetahui implementasi sistem informasi pembangunan desa di Desa
Kunir Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar dalam persprektif Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 3) Untuk mengetahui implementasi sistem
informasi pembangunan desa di Desa Kunir Kecamatan Wonodadi Kabupaten
Blitar dalam perspektif figih siyasah.

Adapun metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode
kualitatif dan jenis penelitin lapangan (field research). Teknik pengumpulan data
yang digunakan dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara dan studi
dokumentasi. Pada teknik analisis data, peneliti menggunakan reduksi data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan pengecekan keabsahan
data, penulis menggunakan ketekunan pengamatan dan triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1) dari hasil penelitian,
implementasi sistem informasi pembangunan desa di Desa Kunir belum terlaksana
dan masih dalam tahap perencanaan, hal ini dilatar belakangi oleh beberapa
alasan/faktor yaitu sumber daya manusia yang belum memadai, terbatasnya
anggaran dana, dan perilaku pasif masyarakat. 2) Implementasi sistem informasi
pembangunan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa studi kasus di Desa Kunir Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar belum
terlaksana dengan baik dan efesien sesuai dengan hukum positif yang mengatur
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tentang desa. 3) Berdasarkan dari tinjauan figih siyasah sistem informasi
pembangunan desa di Desa Kunir Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar belum
terlaksana sesuai dengan teori ketentuan dalam figih siyasah dusturiyah yang
didasarkan dalam Al-Qur’an dan Hadis tentang kewajiban menyelenggarakan
sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan professional
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ABSTRACT
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(Case Study in Kunir Village, Wonodadi District, Blitar Regency), Department of
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2021, Supervisor: Dr. H. M Darin Arif Mualifin, SH, M. Hum.
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This research is motivated by the importance of implementing a village
development information system which is regulated by positive law on villages.
The village development information system is important to support the
acceleration of providing information. However, in reality it has not yet been
implemented.

Problem formulation: 1) How is the implementation of the village
development information system in Kunir Village, Wonodadi District, Blitar
Regency? 2) How is the implementation of a village development information
system in Kunir Village, Wonodadi District, Blitar Regency in the perspective of
Law Number 6 of 2014 concerning Villages?, 3) How is the implementation of a
village development information system in Kunir Village, Wonodadi District,
Blitar Regency based on the perspective of sivasah figh?. The objectives of this
research are: 1) To find out the implementation of the village development
information system in Kunir Village, Wonodadi District, Blitar Regency, 2) To
find out the implementation of the village development information system in
Kunir Village, Wonodadi District, Blitar Regency in the perspective of Law
Number 6 Year 2014 on Villages, 3) To find out the implementation of the village
development information system in Kunir Village, Wonodadi District, Blitar
Regency in the perspective of siyasah figh.

The research method used by the researcher is a qualitative method and
the type of field research (field research). Data collection techniques used in this
study were observation, interviews and documentation studies. In the data
analysis technique, the researcher uses data reduction, data presentation, and
drawing conclusions. While checking the validity of the data, the author uses
observation and triangulation persistence.

The results of this study indicate that: 1) from the results of the study, the
implementation of the village development information system in Kunir Village
has not been implemented and is still in the planning stage, this is motivated by
several reasons/factors, namely inadequate human resources, limited budget
funds, and passive behavior of society. 2) The implementation of a village
development information system based on Law Number 6 of 2014 concerning
Case Study Villages in Kunir Village, Wonodadi District, Blitar Regency has not
been carried out properly and efficiently in accordance with positive laws
governing villages. 3) Based on a review of siyasah figh, the village development
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information system in Kunir Village, Wonodadi District, Blitar Regency has not
been implemented in accordance with the theory of provisions in figh siyasah
dusturiyah based on the Qur'an and Hadith regarding the obligation to organize a
government system that is transparent, accountable, and professional.
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